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BUPATI BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 

• 

I 

Menimbang 

Mengingat 

• 

: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan 
R ·-1-bl'k 1.-d --_• -N •·, m 1 

• 17/PMK.07/2021 tentang cpu·I1, ntonesa Io.tor . . .%.. - el. ~, 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 
Dampaknya perlu dilakukan penyesuaian Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 
2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021perlu dilakukan perubahan; 

, 

c. bahwa berdasarkan pertimb: e , sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, p~rlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Bengkayang Nomor 1 Tah 2021 Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran . . 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran,Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 1. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Lhyanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

• Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Renublik 

Ill 
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republi k Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

;, 

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1$; 

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan . . . 

Keuangan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Ka bupaten Bengkayang Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 11). 

Menetapkan • 
• 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021 
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Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah .Kabupaten Bengkayang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Bu, ati adalah Bupnti Bengkayang. -pat at., oar 
? 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah 
K b B nl,.,.,., l auupaten Jengkayang. 

a 

• 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14 . 

15. 

16. 

17. 

18. 

• 

Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan 
Bupati Bengkayang. 
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat 'Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga . ·- 

Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan. 
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan 
hak dan kewajiban Daerah tersebut. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke ks Daerah. 
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

, pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan DesentraJisasi. 
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil 
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
sasaran. dan tujuan pembangunan Daerah. 
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19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya 
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 

21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 

22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan dacrah. 

23. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH ada1ah Bupati Bengkayang. 
24. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati 

Bengkayang. 
25. Dokumen Pelaksanaan Anggatan SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. . 

Rp. 1.031.113.194.649,00 
Rp. (18.561.608.000,00) 
RD. 1.012.551.586.649,00 

• 

Rp. 1.054.251.794.649,00 berkurang sebesar Rp 7.899.432.723,00 
menjadi Rp. 1.046.352.361.926,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah 

r 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 

·, Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar 
sehingga 

• 

0,00 
0,00 
0,00 

33.800.775.277,00 
33.800.775.277,00 

- 

3BP9. 1.054.251.794.649,00 
'RD. (7.899432723,00] 

Rp. 1.046.352.361.926,00 
i . 

«t 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 23.138.600.000,00 
2) Bertambah/(bcrkurang) Rp. 10.662.175.277,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.800.775.277,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp. 

' 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 

' 
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

• 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini, terdiri dari: 
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• I. Lampiran I Ingasan renjabaran rerupanan APL rang LIKIaS1I1KaSI 
Menurut Kclompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kclompok, Jcnis, Objek, Rincian Objck, Sub Rincian Objck 
Pendapatan, Belanja, dan Pcmbiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Pencrima, Alamat dan Bcsaran Alokasi 
Hibah Berupa Uang Yang Diterima Scrta SKPD Pemberi Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Pcnerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD 
Pemberi Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD 
Pemberi Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan 
Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 
Dcsa. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Pcnjabaran Perubahan Peraturan Bupati yang ditetapkan dalam 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-· 
Undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
- Bupati Bengkayangdcngan penempatannya dalam Berita Daerah. 

• / 
• 

,,, 

Di, angkan di Bengkayang 
4 ' • ada tanggI7, me 2021 

/ } '/,A 
SEKRETARIS DAP ' BUPATEN BENGKAYANG, 

!lt.h - , «] 
• « ! lo ' 4 Kr 

' 4, '·27, 'CK OBAJA - _, e 
• 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 202I NOMOR: 3I 
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